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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
dari Menteri Dalam negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi
Kabupaten/Kota;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) vang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran vyang telah di sepakatl bersama antara
Pemerintah dengan DPRD;

‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunh Anggaran 2010 ;

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286: ;
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10.

11.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undango-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolazan
dzn Tznmouna Jawab Keuanaan Negara (Lembaran Negara Reoubiii
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rop
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penatapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Regublik
Indonesia Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabuoaten
Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republlk Indoensia Tahun 200 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Renublk Indonesia Nomor 4687) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dlubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakllan
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DEWAN

Menetabkan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Alntzcl Pamerintahan  (Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun
DN nemar 29 Tambahan  Lembaran Neoara Republik Tndoinesic
Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineja Instansl Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010.
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Pasal 1

foamasezy Panedanatan dan Belania Dasrah Tahun  Anaoaran 2009

2. Belanja Daerah Rp, 293,257.836.030-
Surplus/Defisit (Rp 10.180.027.877),-
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 12.680.027.877,-
b. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. 10.180.027.877,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : (Rp. 0,00 ),-
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 6.500.000.000.-
b. Dana Perimbangan sejumiah Rp. 237.369.849.153.-
¢. Lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah sejumlah- Rp.  39.207.959.000.-

{2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdirt dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah Rp  1.680.564.700,-
b. Retrlbusi daerah sejumlah Rp. 1.104.235.364,-
¢. Hasil pengelolaan kekayasan daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. -
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah sejumlah Rp. 3.715.199.936,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b,
terdirt dari jenis penhdapatan
a. Dana bagl hasll & Bukan Pajak sejumlah Rp. 14.246.455.153,-
b. Dana alockasi umum sejumlah Rp. 185.019.294.000,-
c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. 38.104.100.000,-

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, terdirl dari jenls pendapatan :



a. Hibah sejumlah Rp. -
2. Dana derorat seiumlah Rp. -
il Paizk saiumizh R, 48000800

e. Bantuan keuangan dari provins
atav dari pemerintah daerah

lainnya sejumlah Rp. -
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 107.894.154.926,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 186.146.181.104,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 85.122.654.926,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. =
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 7.175.000.000,-
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 8.496.500.000,-
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
g. Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp 6.600.000.000,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
darl jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 12.689.585.000.-

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 43.079.174.660-

Cc. Belanja modal sejumlah Rp. 129.594.921.444.-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumiah Rp. 12.680.027.877,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdirl dari

jenis pembiayaan
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a. Sisa lLebih Perhitungan Anggaran Tahun
Saeniren sehelumnva seiumlah Rp. 12.680.027.877,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlan Rp. -
e. Penerimaan kembaii pemberian
pinjaman sejumiah Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
darf jenis pembiayaan
a. Pembentukan dunma cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
Pasal 5

Uraian  lebih  lanjut  Anggaran  Pendapatan dan  Beianja  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
terdiri dari

I

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Lampiran O Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah, Organisasi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV  Rekapitulasl Belanja Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Pendapatan, Belanja dan Keglatan ;

5. Lamplran IVa Rekapitulasi Penggunaar. Sumber Dana Menurut Jenis
Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan
Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran IVb Rekapituiasi  Befanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Keglatan;
7. Lampiran V Rekapituiasi Belanja Daerah Untuk Keseiarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;



9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;

11. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetan Daerah

=2, temairen X Dafrar perliraan pepambahan dan penouranczn zsat

jeanniya
13. Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
* yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini ;

14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah : dan

15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal &
‘Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
¥ dan Belanja Daerah sebagai !andasan operasional pelaksanaan APBD,

r Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2009
belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2009 belum
ditetapkan dalam peraturan daerah

i Pasal 8
Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B Agar setiap orang mMengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
g dengan penempatannya dalam Lembaran Daefah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Dksember 2009

FALO UTARA,

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal Desember 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KA GORONTALO UTARA,

BUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR
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